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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Apakah Upaya 

Polisi dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi 

Pelaku Penyalahgunaan  dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Sesuai 

Dengan Ketenttuan Yang Berlaku, maka pada hasil penelitia, wawancara, dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum yang 

diberikan oleh polisi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan dan 

korban penyalahgunaan narkotika tidak semua sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada 

tingkat penyidikan wajib untuk diupayakan diversi terhadap anak yang diduga 

sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan dari pasal ini belum dilaksanakan 

sepenuhnya. 

B. Saran 

       Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi nilai-

nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-

undangan. 
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2. Polisi dalam memberikan perlindungan hukum harus mengacu kepada 

peraturan yang berlaku tanpa melihat dari jenis tindak pidana yang 

dilakukan dan juga harus bisa bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal 

ini BAPAS agar dapat diawasi dalam melakukan tugas dan wewenangnya 

sebagai aparat penegak hukum. 
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